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Abstrak

ABSTRAK. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) merupakan teknologi in-
formasi yang menjadi sebuah aset berharga di pemerintahan. Diperlukan pengelo-
laan dan manajemen yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta
menyediakan struktur yang menghubungkan proses teknologi informasi, sumber daya
teknologi informasi, dan strategi dalam mencapai tujuan instansi. Oleh karena itu
dibutuhkan pengukuran kinerja dalam menciptakan pengelolaan teknologi informasi
yang baik. Metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja ini adalah metode
Performance Prism. Selanjutnya dibobotkan dengan AHP dan dilakukan scoring
dengan OMAX untuk mengetahui skor aktual dari kinerja program e-KTP tersebut.
Pengukuran kinerja membantu pemerintah untuk menciptakan nilai teknologi infor-
masi yang optimal dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan
mengoptimalkan tingkat resiko dan resource yang digunakan sehingga pengelolaan
teknologi informasi sistem e-KTP berjalan baik dan berkesinambungan sesuai hara-
pan pemerintah untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Hasil peneli-
tian menunjukkan bahwa stakeholder program e-KTP meliputi pemerintah terdiri
dari Disdukcapil, kecamatan, masyarakat, serta supplier. Sistem menghasilkan 35
KPI dengan rincian 5 KPI Pemerintah, 10 KPI Kecamatan, 15 KPI Masyarakat,
dan 5 KPI Supplier. Hasil implementasi sistem pengukuran kinerja menghasilkan
nilai current performance indicator program e-KTP adalah sebesar 6,441.

Kata kunci: e-KTP, teknologi informasi, Performance Prism, AHP, OMAX, current
performance indicator

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap ada investasi pasti dituntut adanya sebuah nilai balik dari investasi tersebut. Be-
gitu juga dengan program e-KTP yang lebih menitik beratkan pada investasi teknologi infor-
masi secara umum. Menurut A. Gunsekarman (2001) investasi teknologi informasi merupakan
investasi yang memerlukan biaya yang sangat mahal dan membutuhkan waktu implementasi
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yang lama, namun sangat susah untuk dikuantitatifkan nilai dari investasi tersebut karena
ketidakefektifan Information Management Systems yang ada. Program e-KTP merupakan
salah satu program pemerintah yang melayani dokumentasi kependudukan yang terintegrasi
dan diharapkan lebih memudahkan masyarakat secara keseluruhan selaku subjek dari pro-
gram tersebut. Sehingga ketika berbicara tentang nilai balik dari investasi teknologi infor-
masi program e-KTP maka yang muncul adalah hal-hal yang kurang lebih bersifat kepuasan
masyarakat, kemudahan masyarakat, kepercayaan masyarakat, mempercepat proses, integrasi
data secara nasional, yang semuanya lebih bersifat intangible benefit. Hal ini dikarenakan
konsep dasar pemerintah sebagai sebuah public service yang menempatkan masyarakat seba-
gai orientasi utama hasil dari program-program yang ada. Bagi lembaga pelayanan publik,
reformasi pada bidang aparatur negara ini berimplikasi secara mendasar pada pelaksanaan tu-
gas pokok dan fungsinya. Lembaga pelayanan publik harus berfokus pada kinerja, sejak tahap
desain program dan kegiatan, implementasi, monitoring, evaluasi sampai dengan pelaporan.
Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya, lembaga
pelayanan publik memerlukan desain manajemen baru yang berfokus pada kinerja yang dike-
nal dengan performance management. Berdasarkan konsepsi performance management ini,
kinerja yang dirancang lembaga pelayanan publik dapat diketahui pencapaiannya jika lem-
baga tersebut memiliki Key Performance Indicator (KPI) atau indikator-indikator kunci yang
dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja organisasi. Namun demikian,
manfaat indikator kinerja ini sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan pengukuran kinerja
dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Dalam kenyataannya, KPI juga merupakan instru-
men yang sangat baik untuk mengarahkan unsur-unsur dalam organisasi bergerak menuju
sasaran yang sama. Konsep performance management atau sistem pengukuran kinerja in-
ilah yang digunakan sebagai sebuah cara untuk menghitung nilai atau manfaat dari intan-
gible benefit program e-KTP. Secara umum penggukuran kinerja dilakukan sebagai evaluasi
yang sekaligus dapat memberikan solusi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan
pelayanan kepada pelanggan, namun pada umumnya pengukuran kinerja hanya didasarkan
pada aspek finansial, baik buruk kinerja didasarkan atas terpenuhi atau tidaknya target dalam
jangka waktu tertentu. Jika target tersebut tidak terpenuhi, maka akan diadakan evaluasi as-
pek finansial/budget yang dihadiri oleh pihak stakeholder terkait. Kondisi ini memperlihatkan
bahwa secara umum banyak instansi atau perusahaan melakukan pengukuran terhadap kin-
erjanya hanya dari sisi aspek finansial saja. Maka diperlukan sebuah metode pengukuran
kinerja yang tepat dan sekaligus dapat memberikan solusi dalam pengambilan keputusan
Solusi dari permasalahan tersebut adalah lima dimensi yang disebut dengan Performance
Prism. Performance Prism memiliki lima segi yaitu untuk atas dan bawah adalah satisfac-
tion dari stakeholder dan kontribusi stakeholder. Sedangkan untuk ketiga sisi berikutnya
adalah strategi, proses dan kapabilitas (Neely dan Adams, 2000). Sistem pengukuran kinerja
model Performance Prism berupaya menyempurnakan model model sebelumnya diantaranya
Balanced Scorecard. Model ini tidak hanya didasari oleh strategi tetapi juga memperhatikan
kepuasan dan kontribusi stakeholder, proses dan kapabilitas organisasi. Memahami atribut
apa yang menyebabkan stakeholder (pemilik dan investor, supplier, konsumen, tenaga kerja,
pemerintah dan masyarakat sekitar) puas adalah langkah penting dalam model Performance
Prism. Dan untuk dapat mewujudkan kepuasan para stakeholder tersebut secara sempurna,
maka pihak manajemen perlu untuk mempertimbangkan strategi-strategi apa saja yang harus
dilakukan, proses-proses apa saja yang diperlukan untuk dapat menjalankan strategi terse-
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but, serta kemampuan apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakannya. Sedangkan
untuk mendukung metode Performance Prism tersebut dibutuhkan beberapa metode lain
untuk pembobotan dan scoring. Dalam hal pembobotan menggunakan Analytical Hierarcy
Process (AHP) sedangkan untuk hal scoring menggunakan Objective Matrix. Kedua metode
ini adalah metode yang paling sering dipakai dalam hal pembobotan dan scoring yang dalam
beberapa penelitian sudah menjadi satu paket, Performance Prism, AHP dan OMAX.

1.2 Tinjauan Pustaka

1. Performance Prism
Performance Prism adalah penyempurnaan dari teknik pengukuran kinerja yang ada
sebelumnya sebagai sebuah kerangka kerja (framework). Keuntungan dari framework
tersebut adalah melibatkan semua stakeholder dari organisasi, terutama investor, pelang-
gan, end-users, karyawan, para penyalur, mitra kerjasama dan masyarakat. Pada prin-
sipnya metode ini dikerjakan dalam dua arah yaitu dengan mempertimbangkan apa
kebutuhan dan keinginan (needs and wants) dari semua stakeholder, dan uniknya lagi
metode ini juga mengidentifikasikan kontribusi dari stakeholders terhadap organisasi
tersebut . Pada pokoknya hal itu menjadi hubungan timbal balik dengan masing-
masing stakeholder. Filosofi Performance Prism berasal dari sebuah bangun prisma
yang memiliki lima segi yaitu untuk atas dan bawah adalah satisfaction dari stakeholder
dan kontribusi stakeholder. Sedangkan untuk ketiga sisi berikutnya adalah strategy,
process dan capability. Prisma juga dapat membelokkan cahaya yang datang dari
salah satu bidang ke bidang yang lainya. Hal ini menunjukkan kompleksitas dari Per-
formance Prism yang berupa interaksi dari kelima sisinya Performance Prism memiliki
pendekatan pengukuran kinerja yang dimulai dari stakeholder, bukan dari strategi.
Identifikasi secara detail tentang kepuasan dan kontribusi stakeholder akan membawa
sebuah organisasi dalam sebuah pengambilan keputusan berupa strategi yang tepat.
Sehingga dimungkinkan organisasi dapat mengevaluasi strategi yang telah dilakukan
sebelumnya.

Gambar 1: Kerangka Performance Prism

2. AHP (Analytical Hierarchy Process)
Analytical Hierarchy process (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan
yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty untuk memecahkan masalah yang komplek
dimana aspek atau kriteria yang di ambil cukup banyak (Kadarsyah, 1998: 130-131).
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Inti dari penilaian AHP adalah penentuan prioritas untuk membuat suatu penilaian
tentang relatif kepentingan dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya
dengan tingkat yang diatasnya karena akan berpengaruh pada elemen-elemen yang lain.
Hasil dari penilaian ini akan ditempatkan dalam bentuk matriks yang disebut dengan
matriks perbandingan berpasangan (pair-wise comparison matrice).

3. Objective Matric
Konsep dari pengukuran ini yaitu penggabungan beberapa kriteria kinerja kelompok
kerja kedalam sebuah matrik. Setiap kriteria kinerja memiliki sasaran berupa jalur
khusus untuk perbaikan serta memiliki bobot sesuai dengan kepentingan terhadap tu-
juan organisasi. Hasil akhir dari pengukuran dengan metode OMAX ini adalah sebuah
nilai tungal untuk suatu kelompok kerja.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Model tersebut berisi tahapan mulai dari nol sampai didapatkannya sebuah nilai perfor-
mansi keseluruhan program e-KTP. Mulai dari tahapan identifikasi, pembobotan, serta pe-
nilaian, sampai akhirnya memunculkan nilai performans keseluruhan program e-KTP. Model
sistem pengukuran kinerja program e-KTP yang digunakan adalah seperti yang ada di gambar
berikut:

Gambar 2: Model Perancangan Sistem

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Stakefolder Kunci

3.1.1 Pemerintah

Stakeholder pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pagar Alam sebagaimana sesuai dengan batasan masalah dari ruang lingkup penelitian
ini yang hanya di wilayah Kota Pagar Alam. Kantor dari Disdukcapil Kota Pagar Alam
terletak di Jalan Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar
Alam Sumatera Selatan.



201

3.1.2 Kecamatan

Seperti halnya stakeholder pemerintah yang mengacu pada batasan penelitian, stake-
holder Kecamatan yang dipakai dalam penelitian adalah Kecamatan yang berada di Kota
Pagar Alam, yaitu Kecamatan Pagar Utara, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan
Dempo Utara, Kecamatan Dempo Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah. Dalam peneli-
tian ini, Kecamatan menjadi stakeholder program e-KTP yang terjun langsung sekaligus
menjadi eksekutor program tersebut langsung ke masyarakat, sehingga dianggap perlu untuk
dijadikan salah satu stakeholder kunci program e-KTP. Jumlah kecamatan yang ada di Kota
Pagar Alam adalah 5 kecamatan.

3.1.3 Masyarakat

Stakeholder masayarakat merupakan stakeholder kunci yang ada dalam program e-KTP.
Hal ini dikarenakan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kota Pagar Alam, merupakan
obyek dari program e-KTP itu sendiri. Masyarakat adalah poin kunci dari keberhasilan
dari program e-KTP. Bagaimana mobilisasi masyarakat terhadap program ini menjadi acuan
utama Pemerintah selaku penyelenggara program. Jumlah masyarakat atau penduduk Kota
Pagar Alam adalah 153.507 jiwa dengan jumlah penduduk wajib KTP adalah 109.029 jiwa.
Namun per 31 Desember 2012, jumlah penduduk wajib KTP yang sudah mendaftar e-KTP
baru sekitar 46,09

3.1.4 Supplier

Stakeholder merupkan salah satu stakeholder yang mempunyai pengaruh besar namun
tidak secara langsung. Hal ini dikarenakan supplier berhubungan langsung dengan pemer-
intah pusat tanpa ada campur tangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya
menerima kiriman dari pusat kemudian mendistribusikannya ke kecamatan-kecamatan yang
ada di Kota Pagar Alam. Sehingga stakeholder supplier yang kami gunakan dalam penelitian
ini adalah staf Disdukcapil Kota Pagar Alam yang berhubungan langsung dengan distribusi
barang dari supplier.

3.2 Identifikasi Lima Faset Performance Prism

Dalam tahapan ini dilakukan wawancara terhadap masing-masing stakeholder untuk men-
dapatkan informasi terkait masalah lima faset Performance Prism. Adapun pertanyaan yang
ditujukan ke semua stakeholder adalah seperti berikut ini :

3.3 Identifikasi Objective

Setelah dilakukan identifikasi lilma faset Performance Prism terhadapa empat stakeholder
program e-KTP, maka langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi objective (tujuan)
dalam memenuhi kelima faset Performance Prism. Tujuan dari identifikasi objective ini
adalah agar kita mendapatkan KPI (Key Performance Indicator) dari masing poin yang
ada di lima faset prisma (satisfaction, contribution, strategi, proses dan capabilities) untuk
masing-masing stakeholder (pemerintah, kecamatan, masyarakat dan supplier). KPI yang
sudah di buat dengan rujukan tujuan objective ini nantinya akan digunakan sebagai landasan
perancangan sistem pengukuran kinerja untuk program e-KTP.
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Gambar 3: Identifikasi Lima Faset Performance Prism

3.4 Identifikasi KPI

Gambar 4: Identifikasi KPI
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3.5 Pembobotan

Di dalam penelitian ini dilakukan proses pembobotan sebanyak tiga kali. Pembobotan
antar stakeholder, pembobotan antar faset Performance Prism di dalam masing-masing stake-
holder dan pembobotan antar KPI di dalam masing-masing faset. Tujuan dari pembobotan
adalah untuk mendapat nilai kali dalam penghitungan current performance indicator di dalam
proses scoring.

3.6 Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja

Dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja berdasarkan Performance Prism yang
didukung dengan model penilaian objective matrix (OMAX), program e-KTP dapat melakukan
pemantauan terhadap semua aspek kinerjanya dan segera melakukan tindakan perbaikan dan
pencegahan untuk membenahi kinerja perusahaan yang masih berada pada level yang rendah.
Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan objective matrix, didapatkan nilai index
total sebesar 6,541. Jika menggunakan traffic light system, maka nilai tersebut masih ma-
suk dalam kategori nilai kuning, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja program
e-KTP secara keseluruhan masih perlu adanya evaluasi dan perbaikam di dalam beberapa
aspek program e-KTP.

Gambar 5: Hirarki Hasil Scoring OMAX

4 KESIMPULAN

Dari penilitian perancangan dan pengukuran kinerja untuk program e-KTP dengan metode
Performance Prism ini, didapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu : Program e-KTP
memiliki empat stakeholder kunci, baik yang berperan langsung maupun yang berperan secara
tidak langsung. Stakeholder tersebut adalah Pemerintah dalam hal ini adalah Disdukcapil
Kota Pagar Alam, Kecamatan selaku eksekutor langsung program e-KTP, masyarakat selaku
obyek dari program e-KTP, serta supplier selaku pemasok peralatan-peralatan e-KTP. Dari
keempat stakeholder tersebut yang memiliki bobot prioritas tertinggi adalah masyarakat,
kemudian pemerintah dan kecamatan, serta yang terakhir supplier. Namun dalam hal per-
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formansi kinerja, yang mempunyai nilai tertinggi adalah pemerintah dengan nilai 8,084 Dari
hasil perancangan serta pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Performance Prism
dan objective matrix, didapatkan 35 KPI yang tersebar dalam empat stakeholder dan lima
faset Performance Prism. Sebanyak 20 KPI masuk dalam kategori traffic light hijau, 13 KPI
masuk dalam kategori kuning, dan 2 KPI masuk dalam kategori merah. Total nilai perfor-
mansi dari Program e-KTP secara keseluruhan adalah 6,451. Nilai ini masih masuk dalam
kategori traffic light system kuning. Hal ini menandakan bahwa masih perlu adanya banyak
evaluasi dan perbaikan untuk program e-KTP selanjutnya.
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